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Agenda
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Latar Belakang



 
Sekilas tentang BPK



 
BPK & Prinsip Keterbukaan Informasi 



 
BPK & Program Diseminasi Informasi Publik 



 
Tantangan



 
Penutup



Latar Belakang
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Peningkatan peran BPK setelah reformasi tahun 1999 
yang menuntut adanya transparansi, akuntabilitas dan 
bebas KKN.



 
Peran BPK tersebut ditegaskan dalam Pasal 23 E, F, G UUD 
dan paket 3 UU Keuangan Negara Tahun 2003-2004, 
diantaranya:


 
Hasil pemeriksaan BPK menjadi terbuka untuk umum setelah 
diserahkan ke Lembaga Perwakilan (UU 15 Tahun 2004)



 
BPK pernah memuat hasil pemeriksaannya di website BPK, 
namun karena terjadinya penyalahgunaan,  saat ini  BPK 
membuat kebijakan, untuk mengendalikan permintaan 
informasi hasil pemeriksaan tersebut.


 

Tuntutan informasi publik meningkat dengan adanya UU 
14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik



Sekilas Tentang BPK (1)
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Lembaga Negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan 
tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri;



 
BPK terdiri dari satu ketua merangkap anggota,  satu wakil 
ketua merangkap anggota, dan tujuh anggota 


 

seluruh anggota BPK (9 orang) dipilih oleh DPR


 

ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh anggota BPK


 
BPK memiliki satu Kantor Pusat dan 33 Kantor Perwakilan di 
setiap provinsi



 
Hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada Lembaga 
Perwakilan dan disampaikan juga kepada Pemerintah

 
atau 

entitas yang diperiksa 


 
Entitas yang diperiksa meliputi pemerintah pusat dan daerah, 
BUMN dan BUMD, BI, dan badan lain yang mengelola 
keuangan negara



Sekilas Tentang BPK (2)
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Kedudukan BPK dalam Ketaatanegaraan RI

UUD 45

DPDPresiden BPKDPR KYMAMPR MK



Sekilas Tentang BPK (3)
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Jenis & Tujuan pemeriksaan: 


 

Keuangan
 

: Opini


 

Kinerja
 

: Simpulan dan Rekomendasi


 

Dengan tujuan tertentu
 

: Simpulan


 
Laporan hasil pemeriksaan:


 

Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah (pusat 
dan daerah):


 

Laporan yang memuat opini atas laporan keuangan


 

Laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan perundang-
 undangan



 

Laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern


 

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester


 

Ikhtisar semua hasil pemeriksaan selama satu semester


 

Hasil pemeriksaan keuangan, kinerja, dan dengan tujuan tertentu


 

Hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya


 

Hasil pemantauan tindak lanjut kerugian negara



BPK & Prinsip Keterbukaan Informasi Publik

7


 

Pasal 19 UU 15 Tahun 2004


 
Laporan hasil pemeriksaan BPK yang telah diserahkan 
ke lembaga perwakilan menjadi terbuka untuk umum 


 

Tidak termasuk laporan yang memuat rahasia negara 
yang diatur oleh peraturan perundang-undangan


 

Prinsip pelaporan ke publik (Principle 6 of INTOSAI 
Standards of Supreme Audit Institutions -

 
Principles 

of Transparency and Accountability: Principles and Good 
Practice)…report publicly…



BPK & Disseminasi Informasi
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1.
 

Pusat Informasi & Komunikasi
2.

 
Publikasi

3.
 

Public Awareness Campaign

4.
 

Hubungan Lembaga & Media



BPK & Disseminasi Informasi
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1.
 

Pusat Informasi & Komunikasi


 

Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
 

: 
SK Sekjen No. 430/K/X-XIII.2/2011 tanggal 7 November 2011



 

Penetapan Peraturan BPK RI No. 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan 
Informasi Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan (ditetapkan tanggal 
6 Desember 2011)



 

Pelayanan permintaan informasi kepada pemohon informasi


 

Pelayanan komplain informasi


 

Pelayanan pengaduan masyarakat


 

Penyediaan tempat layanan yang mudah diakses tanpa harus melalui 
proses birokrasi

 
perkantoran yang rumit



 

Penyediaan
 

komputer dengan fasilitas internet


 

Penyediaan
 

ruang rapat dan diskusi



Ruang Pelayanan Informasi
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Ruang Diskusi
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Komputer dan Akses Internet
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Pusat Informasi & Komunikasi
 Layanan Informasi BPK

 
Tahun

 
2011
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BPK & Diseminasi Informasi
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2.
 

Publikasi:


 

Website


 

Majalah Bulanan: Warta BPK


 

Leaflet dan
 

buku
 

tentang
 

BPK

3.
 

Public Awareness Campaign:


 

Talk show / special dialogues


 

Iklan
 

Layanan
 

Masyarakat/advertorial


 

Road show : BPK Goes to Campus/School, seminar

4.
 

Hubungan Lembaga & Media


 
Pertemuan dengan stakeholders:


 

BPK Mendengar


 

Pertemuan

 
konsultasi



 
Konferensi Pers, Media Workshop, Siaran Pers



Tantangan
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Pemahaman informasi hasil pemeriksaan yang beragam


 
Lembaga Perwakilan



 
Pihak terperiksa



 
Media



 
LSM


 

Efektivitas tindak lanjut hasil pemeriksaan


 
Penyalahgunaan informasi karena tidak ada pengendalian 
permohonan informasi.


 

Efisiensi dan efektivitas penyampaian informasi


 
Permintaan hard copy dibanding soft copy



 
Pengiriman via post dibanding email



Penutup
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BPK mendorong keterbukaan informasi dalam rangka 
peningkatan transparansi dan akuntabilitas sebagai 
komponen good governance.


 

Untuk menghadapi tantangan dalam keterbukaan 
informasi, perlu dilakukan:


 
Peningkatan edukasi dan sosialisasi

 
tentang

 
BPK dan

 
hasil

 pemeriksaannya


 
Intensifikasi dan ekstensifikasi penyampaian informasi



 
Pengendalian permintaan informasi tanpa mengurangi 
kecepatan dan perubahan sifat informasi



 
Peningkatan kesadaran pemohon informasi atas penyediaan 
informasi yang murah, efisien dan efektif



Terima Kasih
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